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ABSTRAK

Skripsi ini membahas ASEAN China Free Trade Area sebagai kawasan
perdagangan bebas milik wilayah Asia Tenggara di mana kegiatan ekspor bijih
nikel antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dilakukan.
Permasaiahan yang diangkat adalah 1. Apa saja instrumen hukum internasional
yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, 2. Apa saja manfaat
hukum maupun persoaian hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor
bijih nikel dari Indonesia ke RRT, 3. Bagaimana solusi hukum untuk mengatasi
persoalan hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari
Indenesia ke RRT. Skripsi ini menggunakan metcde penelitian normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, historis, dan analitis. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat manfaat hukum maupun persoalan hukum dari
implementasi ACFTA terhadap ekspor bijik nikel Indonesia ke RRT. Dampak
positifnya adalah pengurangan tarif dalam perdagangan dengan RRT,
diperbolehkannya kebijaken iarangan ekspor bijih nikel Indonesia ke RRT, dan
memperbesar nilai perdagangan dan besaran kuantitas ckpsor produk jadi nikel
indonesia ke RRT. Sementara itu, dampak negatifuya Indonesia digugat karena
melanggar prinsip resiriksi kuantitatif, lemahnya pemenuban hak-hak pekerja
smelter nikel, kerusakan lingkungan hidup yang dizkibatkan oleh hilirisasi nikel
dalam negeri. Terdapat tiga solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum
tersebut, yaitu membentuk lembage penyclesaian sengkets perdagangan sumber
daya alam, merumuskan perjanjian intemasional yang secara spesifik mengatur
mengenai pemenuhan hak-hak pekerja pertumbangan, dan merumuskan
perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur mengenai perdagangan
komoditas sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: ASEAN China Free Trade Arca, Bijih Nikel, Pembangunan
Berkelanjutan,.
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ABSTRACT

This thesis discusses the ASEAN China Free Trade Area as a free trade area
belonging to the Southeast Asian region where nickel ore export activities
between Indonesia and the People's Republic of China are carried out. The
issues raised are 1. What are the international legal instrumeats that regulate the
nickel ore export mechanism, 2. What are the legal benefits and legal issues
from the implementation of ACFTA on nickel ore exports from Indonesia to
China, 3. How is the legal solution to overcome legal issues from the
implementation of ACFTA on nickel ore exports from Indonesia to China. This
thesis uses a normative research method with a statutory, historical, and
analytical approach. The results of this study indicate that there are legal
benefits and legal issues from the implementation of ACFTA on Indonesia's
nickel ore exports to China. The positive impact is the reduction of tariffs in
trade with China, allowing the policy of prohibiting exports of Indonesiaa
nickel ore to China, and increasing the value of trade and the quantity of exports
of Indonesian nickel finished products to China. Meanwhile, the negative
impacts are Indonesia being sued for viclating the principle of quantitative
restriction, weak fulfiliment of the rights of nickel smelter workers,
environmental damage caused by domestic nickel dowastreaming. There are
three legal solutions to overcome these legal issues, nameiy establishing a
natural resource trade dispute settlement institution, fonmulating international
agrecments that specifically regulate the fulfillment of mining workers' rights,
and formulating international agreements that specificaily regulate
environmentally friendly natural resource commodity trade.

Keywords: ASEAN China Free Trade Area, Ore Nickel, Sustainable
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan praktik transaksi komoditas ataupun
layanan antar para pelaku ekonomi yang bertempat tinggal di berbagai negara yang
berbeda, apabila kegiatan ini dilihat dari perspektif pemerintahan negara, aktivitas
ekspor-impor dalam perdagangan internasional adalah hal yang krusial bagi
perekonomian negara skala makro karena implikasi yang ditimbulkan dari kegiatan
tersebut dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kegiatan ekspor-
impor dapat memberikan dampak terhadap produk domestik bruto yang kemudian

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.l

Motif dari praktik perdagangan
internasional bisa bermacam-macam, tetapi salah satu motif utamanya adalah
mendapatkan manfaat perdagangan, atau yang bisa disebut dengan ‘gains off trade’.
Perdagangan merupakan praktek perekonomian yang sangat fundamental, sehingga
tidak ada satupun negara saat ini yang tidak terlibat dengan kegiatan ini, baik dalam
skala antarnegara maupun antarkawasan.? Perdagangan internasional sebagai suatu
kegiatan perekonomian yang melibatkan negara-negara beserta pemilik modal

sebagai subjek atau pelaku dari aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari

cabang hukum yang menunjang berjalannya usaha ini, tiga diantaranya adalah

! Tkaningtyas M dkk, Strategi Dan Kebijakan Ekspor Impor Atau Perdagangan
Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia’ (2023) V El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi
& Bisnis Islam, hal 160.

2 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Hukum Perdagangan Internasional., RajaGrafindo
Persada, Depok, 2020, hal 1.
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hukum ekonomi internasional, hukum perdagangan internasional, dan hukum bisnis

internasional.

Definisi hukum ekonomi internasional menurut George Scwarzerberger
adalah cabang dari hukum internasional publik yang mengatur kepemilikan dan
eksploitasi sumber daya alam nasional, produksi, beserta distribusi barang.® Selain
itu, Michelle Sanson mendefinisikan hukum perdagangan internasional dengan
menekankan pada tiga kata, yaitu hukum, dagang, dan internasional.* Beliau
menyatakan hukum perdagangan internasional, “can be defined as the regulation of
the conduct of parties involved the exchange of goods, services, and technology
between nations”.® Samson tidak mendefinisikan secara jelas cabang hukum ini
termasuk bidang hukum internasional, publik, atau privat. Akan tetapi, beliau
membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama, yaitu
publik dan privat. Hukum perdagangan internasional publik adalah sekumpulan
norma hukum yang mengatur aktivitas perdagangan antarnegara. Sementara itu,
hukum perdagangan internasional privat adalah rangkaian norma hukum yang
mengatur perdagangan antar orang perorangan lintas negara.® Terakhir, hukum
bisnis internasional adalah sekumpulan norma yang terdiri dari perangkat kaidah,
asas-asas, beserta ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanisme yang

digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pelaku kegiatan dalam suatu

3 Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Hukum Perdagangan Internasional., Kencana,
Jakarta, 2021, hal 8.

4 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
hal 8.

5> M. Sanson, Essential International Trade Law., Cavendish, Sydney, 2002, hal 3.

6 Op. Cit., Huala Adolf, hal 25.



transaksi bisnis yang mengacu kepada objek transaksi, prestasi para pihak, serta
dampak yang timbul dari aktivitas jual beli lintas batas negara. Hukum bisnis
internasional bertujuan untuk memajukan dan mewujudkan kondisi perekonomian
yang adil, terbuka, kondusif, serta melindungi kepentingan pelaku usaha, dengan

mencegah kebijakan pemerintah yang bersifat merugikan.’

Mengingat betapa fundamentalnya peran aktivitas perdagangan
internasional terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan upaya yang
dapat mengoptimalisasi kegiatan ekspor-impor tersebut, terkhusus antarkawasan
suatu wilayah karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-
masing dalam hal sumber daya alam ataupun jasa. Salah satu usaha yang dapat
dilakukan negara-negara dalam memaksimalkan kegiatan ekspor-impor tersebut
adalah membangun trade block atau blok perdagangan untuk menciptakan kawasan
perdagangan yang dapat mengakomodir praktik perdagangan bebas. Perdagangan
bebas adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan
internasional yang dibebaskan dari hambatan yang dibantu oleh oleh regulasi
pemerintahan suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif maupun
non-tarif.8 Pembentukan European Community (EC) merupakan ihwal kemunculan
trade block atau blok perdagangan, yang pada awal kemunculannya EC berfokus
pada bidang kerjasama batu bara dan besi baja yang dinilai cukup berhasil. Namun,

seiring dengan perkembangan waktu EC kemudian memperluas ruang lingkupnya

’Op. Cit., Muhammad Reza Syariffudin Zaki, hal 11.
& Budiman, A., ‘Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan

Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas’ 2021 III
UNES Law Review, hal 92.



yang kemudian mencakup perdagangan bebas di antara negara anggota, bahkan
tidak lagi hanya terbatas terhadap barang, tetapi juga mencakup perpindahan faktor
produksi sehingga menjelma menjadi satu pasar tunggal.® Upaya dalam membentuk
trade block juga diikuti oleh Amerika Serikat, dengan membentuk perjanjian
perdagangan bebas dengan Kanada dan Meksiko yang diatur dalam North
American Free Trade Agreement.® Perjanjian perdagangan bebas ini mengatur
ketentuan tentang penurunan tarif, beserta penghapusan kuota impor hasil
pertanian, energi, jasa, dan hak paten. Negara-negara yang tergabung dalam
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada akhirnya memutuskan
untuk mengikuti jejak kedua kawasan tersebut untuk membentuk trade block
sendiri yang bernama ASEAN Free Trade Area (AFTA)! komunitas dagang
tersebut dirumuskan pada tahun 1992 saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN
Keempat di Singapura. Tujuan dibentuknya blok perdagangan ini adalah untuk
meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan
menjadikannya sebagai basis produksi dunia dan pasar regional bagi 500 juta

penduduknya.'?

® Sukmana S, ‘Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan
Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)’ (2019) V Palar Pakuan Law Review, hal 103.

10 North American Free Trade Agreement (Washington DC, Ottawa, and Mexico City. 17
Desember 1992, mulai berlaku 1 Januari 1944).

1 Ibid., hal 109.

12 Meher, M., Nasution, S.I. dan Nasution, A.H., ‘Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan
Bebas Di Asean Indonesia-Malaysia’ (2024) XI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, hal 81.



Selain itu, ASEAN juga membentuk komunitas dagang dengan Republik
Rakyat Tiongkok (RRT).?* Negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 4
November 2002 membuat Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the
People's Republic of China 2002 (ACFTA Framework Agreement), ACFTA
Framework Agreement pada perkembangannya berganti nama menjadi ASEAN
China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA secara resmi didirikan pada tanggal 1
Januari 2010, pasca negosiasi lebih lanjut antara ASEAN dan RRT. Perjanjian ini
merupakan yang pertama dibuat antara ASEAN dan RRT, pada bulan Agustus 2014
ASEAN dan RRT sepakat untuk memajukan ACFTA guna mengoptimalkan

efektivitas dan manfaatnya.'*

ACFTA merupakan pencapaian bagi ASEAN dan RRT, karena dengan
adanya kawasan perdagangan bebas ini, dimemungkinkan terjalinnya hubungan
perdagangan yang lebih intensif dalam skala besar. Selama beberapa tahun terakhir,
ASEAN telah mengimpor banyak barang dari RRT, sebagai negara yang memiliki
tingkat aktivitas ekonomi tertinggi di dunia saat ini. ASEAN juga terlibat dalam
kegiatan ekspor dengan negara lain, baik yang melibatkan negara-negara intra-
ASEAN maupun negara-negara mitra. Perjanjian ACFTA bertujuan untuk
menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan

hambatan perdagangan, tarif, dan hambatan non-tarif hingga 0%. Selain itu,

13 Wardani, D.T.K., Huda, A.S.Z., Darsono, S.N.A.C. dan Duasa, J., ‘The impact of gross
domestic product, exchange rates and ACFTA implementation on Indonesia’s trade intensity index’
(2024) XXV Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, hal 62.

14 Ibid.



perjanjian ini berupaya untuk membuka akses ke layanan pasar dan investasi untuk
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara yang berpartisipasi dalam

ACFTA.P®

Indonesia sendiri memiliki hubungan yang dikenal cukup baik dengan RRT,
salah satu faktornya adalah kedua negara masih dalam satu kawasan yang sama,
yaitu benua Asia. RRT merupakan negara yang memiliki kekuatan besar dalam
perekonomian global jika dibandingkan dengan negara adidaya lainnya seperti
Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, RRT juga menunjukkan
perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi. Indonesia membutuhkan
RRT karena dapat meningkatkan perekonomian negara, sedangkan bagi RRT
dengan menjadikan Indonesia sebagai mitra kerjasama ekonomi diharapkan mampu
memperkuat hegemoni ekonominya di kawasan Asia, terkhusus Asia Tenggara.'®
Optimisme ini muncul karena RRT melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki

lingkungan bisnis yang ramah dan aman untuk kegiatan perdagangan

internasional .’

Perkembangan pesat kerja sama ekonomi dan diplomasi antara Indonesia
dan RRT saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah diplomatik kedua negara di

masa lalu. Indonesia dan RRT telah memulai hubungan diplomatik sejak tahun

15 Ibid., hal 64.

16 Sumadinata WS, ‘China’S Economic Diplomacy Through the Belt Road Initiative (Bri)
To Increase China’S Hegemony in the Southeast Asian Region’ (2023) XII Jurnal Ekonomi 2023,
hal 1517.

17 Rahmi, C., Zayanti, A.H. dan Sari, A.E.,‘Dampak Perang Dagang Amerika Serikat
Dengan China Terhadap Ekonomi Indonesia Studi Kasus: Dalam bidang Ekspor Kakao’ (2024) 111
Jurnal Ilmiah Research Student, hal 580.



1950. Persahabatan yang dijalin kedua negara memiliki sejarah panjang, kedua
negara memiliki latar belakang sejarah yang pahit, Indonesia dan RRT sama-sama
memiliki keinginan yang sama dalam menjaga perdamaian dan memajukan
ekonomi merupakan landasan sejarah yang penting bagi upaya peningkatan kerja
sama yang bersahabat, harmonis, dan saling percaya antara RRT dan Indonesia.®
Diplomasi ekonomi merupakan prioritas utama dari misi diplomatik luar negeri
dalam rangka melaksanakan prioritas kebijakan Indonesia guna mencapai
kepentingan nasional di bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi yang
diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pengelolaan
hubungan luar negeri Indonesia di bidang ekonomi, salah satunya adalah kegiatan

ekspor-impor serta perdagangan.®®

Potensi sumber daya alam Indonesia yang besar di bidang pertambangan
memberikan peluang lebar untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian
nasional, terkhusus dalam hal komoditas tambang. Indonesia berada di posisi
pertama sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia, dengan produksi 1.600.000
metrik ton, atau sekitar 48,48% dari total produksi bijih nikel global.?® Sebagai
negara yang menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan 52%?2' dari total

cadangan nikel global, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan

18 Fahik, P.R., Putri, A.D.S. dan Raharyo, A, ‘Nickel Downstream and Indonesia’ s
Economic Diplomacy towards China’ (2024) X VI Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, hal 16.

9 Ibid.

20 Rosada, F., Wibisana, R.A.A. dan Paksi, A.K., ‘The Impact of Indonesia-China Nickel
Cooperations on Indonesia’s Economy and Environment’ (2023) VI Nation State: Journal of
International Studies, hal 96.

21 Radhica DD, ‘Proteksionisme Nikel Indonesia Dalam Perdagangan Dunia’ (2023) VII
Cendekia Niaga, hal 74.



perekonomiannya.?? Terlebih lagi, permintaan nikel global setiap tahun terus
meningkat. Pengaruhnya terhadap siklus harga komoditas menguntungkan karena
Indonesia dapat mendapatkan devisa dalam jumlah besar. Penggunaan ini
disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan nikel setiap tahun, terkhusus sebagai
bahan baku industri manufaktur dan otomotif yang digunakan sebagai bahan baterai
litium pada kendaraan listrik.? Nikel merupakan salah satu bahan komponen mobil
listrik. Indonesia dapat mengubah nikel dengan kadar rendah menjadi cobalt dan
lithium dengan teknologi yang merupakan bahan baku komponen baterai electric
vehicle atau kendaraan listrik, produk yang saat ini tengah digemari

124

pengembangannya di pasar internasional“” karena ramah lingkungan dan tidak

menyebabkan polusi.

Selain Indonesia, negara yang juga merupakan produsen nikel yang besar
adalah Filipina, negara yang dijuluki mutiara laut dari orien ini memproduksi
530.000 metrik ton nikel. Namun, bijih nikel produksi Indonesia dinilai memiliki
kualitas yang lebih tinggi bila dibandingkan Filipina. Negara yang menjadi
konsumen terbesar nikel per tahun adalah negara-negara di Eropa dan RRT. Sekitar
50% keseluruhan konsumsi nikel dunia dikonsumsi oleh RRT, sedangkan konsumsi
nikel Eropa mencapai angka 20% pada tahun 2015.% Faktor yang mendorong

besarnya konsumsi nikel oleh RRT adalah pertumbuhan industri baja tahan karat

22 [lmi, K., Kurniawati, D.E. dan Prasodjo, H. ‘Hubungan Internasional Indonesia dan Uni
Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian’ (2023) II Jurnal
Economia, hal 93.

3 Ibid.

24 Tsirwiyati DN, ‘Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia’ (2023) XXII Jurnal Hukum
Respublica, hal 7.

% Jbid., hal. 2.



yang merupakan salah satu bisnis manufaktur dengan pertumbuhan paling pesat di

RRT. Maka dari itu, RRT memerlukan pasokan bahan baku olahan untuk

mendukung industri tersebut, kebutuhan akan nikel yang tinggi ditambah dengan

kapasitas sumber daya mineral nikel yang sangat sedikit dimiliki membuat RRT

selalu berupaya mengimpor hasil tambang atau bahan baku nikel, salah satunya dari

Indonesia.?®

Tabel 1.1 Produksi Barang Tambang Mineral Indonesia 2018-2022

Barang
Tambang
Mineral

2018

2019

2020

2021

2022

Batu Bara
(Ton)

557.983.706

616.154.054

565.640.928

614.058.577

687.402.285

Bauksit
(Ton)

5.693.640

16.592.187

25.859.895

25.781.187

28.808.674

Emas
(Kilogram)

132.734

108.977

65.890

78.996

85.203

Pasir Besi
(Ton)

6.988.688

2.507.786

Konsentrat
Tin
(Tonmetrik)

82.809

86.947

65.127

52.467

57.735

Konsentrat
Tembaga
(Tonmetrik)

2.309.262

1.697.725

2.273.456

3.377.023

3.321.239

Bijih Nikel
(Ton)

38.329.146

60.948.143

48.040.003

65.509.854

98.187.963

Sumber: Badan Pusat Statistik, terakhir diperbarui 11 Januari 2024

% [.oc.Cit., Rosada, F., Wibisana, R.A.A. dan Paksi, A.K, hal 96.
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Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah produksi barang tambang mineral
Indonesia dalam kurun waktu 2018-2022. Berdasarkan tujuh jenis barang tambang
mineral, terdapat dua jenis komoditas yang dalam rentang waktu empat tahun
tersebut mengalami kenaikan produktivitas yang stabil, yaitu bauksit dan konsentrat
tembaga. Sementara itu, empat jenis barang tambang lainnya yang terdiri atas batu
bara, emas, dan konsetrat tin mengalami penurunan produksi pada tahun 2020,
tetapi kembali berangsur naik pada tahun 2021 dan 2020. Selain itu, data jumlah
produksi pasir besi hanya terbatas sampai pada tahun 2020, saat itu jumlah
produksinya juga mengalami penurunan dari tahun 2019. Produksi bijih nikel
sendiri dari tahun 2018-2022 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada
awalnya jumlah produksinya masih di bawah angka lima puluh juta ton, tetapi pada

tahun 2022 sudah mendekati seratus juta ton.

Tabel 1.2 Volume dan Nilai Ekspor Nikel Indonesia 2018-2022

Tahun Volume Ekspor / ton Nilai Ekspor / US$
2018 94.295.,4 779.729.608
2019 91.408,6 796.247.630
2020 93.106,92 794.496.836
2021 166.331,7 1.271.693.841
2022 774.647,4 5.931.436.600

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 berikut menunjukkan data volume beserta nilai ekspor nikel
Indonesia dalam kurun waktu yang sama. Volume eskpor nikel sempat mengalami
penurunan pada tahun 2019 sekitar tiga juta ton, tetapi pada tahun 2020, 2021, dan
2022 kembali mengalami penaikan yang signifikan. Sama seperti volume ekspor,

nilai eskpor nikel Indonesia juga sempat mengalami penurunan, bedanya penurunan



11

tersebut terjadi pada tahun 2020. Namun, pasca 2020 nilai ekspor nikel Indonesia

kembali melesat tinggi dan berada di atas angka USS$ satu juta.

Sejauh ini belum ada suatu konvensi yang mengatur secara khusus
mengenai hukum perdagangan nikel dalam ruang lingkup hukum internasional,
terkhusus hukum perdagangan internasional. Akan tetapi, terdapat satu sumber
hukum internasional utama yang dapat menjadi rujukan dalam perdagangan
internasional, yaitu The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang pada
perkembangannya berkembang menjadi World Trade Organization (WTO) melalui
Agreement Establishing the World Trade Organization.’” WTO merupakan satu—
satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah
perdagangan internasional. Yurisdiksi Indonesia sendiri memiliki beberapa
peraturan perundang-undangan secara umum ataupun khusus yang mengatur
mengenai nikel seperti UU Nomor 4 Tahun 2009, Permen ESDM Nomor 25

Tahun 2018,%° dan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019.%

UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi langkah awal Indonesia dalam
melakukan kebijakan proteksionisme berupa pembatasan ekspor bahan baku, tetapi

dengan mengingat berbagai keterbatasan infrastruktur, termasuk fasilitas smelter,

27 Hardiawan, R. dan Sutrisno, A. ‘Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik
Indonesia atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel pada Sidang WTO’
(2023) II Journal Evidence Of Law, hal 154.

28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4959).

2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

30 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
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pemerintah belum mampu menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Pasca
pemerintah mengamandemen UU Nomor 3 Tahun 2020,%! Indonesia akhirnya mulai
memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tanggal 1 Januari 2021.
Pasca penerapan larangan ekspor bijih nikel tersebut, European Union (EU)
melayangkan gugatan hukum WTO untuk mengamankan kegiatan ekspornya
karena kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dinilai akan membatasi
rantai pasokan bijih nikel, sehingga menciptakan tidak stabilnya industri baja tahan
karat secara global.®? Kayanya sumber daya bijih nikel di Indonesia yang dapat
diekspor ke luar negeri termasuk ke RRT, Indonesia memiliki privilege untuk
melakukan pembangunan terhadap perekonomiannya. Namun, mengingat terdapat
permasalahan yang dihadapi Indonesia yaitu gugatan oleh UE kepada WTO karena
pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang melarang ekspor bijih nikel, hal
ini dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap hubungan dagang antara Indonesia
dan RRT, sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah yang strategis

untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan penelitian yang ditulis pada tahun 2021, sebuah negara dapat
dikenai sanksi karena melakukan pelarangan terhadap kegiatan ekspor berdasarkan
Article X1 Paragraph (1) GATT. Article tersebut menyatakan, anggota WTO
memberikan batasan perlindungan terhadap perdagangan internasional hanya

dengan tarif, bea masuk, pajak-pajak dan beban lainnya. Akan tetapi, terdapat

31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

32 Meirizal, A., Juliana, C., & julia Putri, D., ‘Power And Raw Materials: Indonesia Nickel
Ban Policy Toward The EU’ (2023) VIII Journal of World Trade Studies, hal 2.
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pengecualian dalam Article XX yang menjadi konsep dasar dari kedaulatan negara
atas sumber daya alam dan hukum lingkungan yang mengizinkan negara-negara
anggota WTO dalam keadaan tertentu untuk mengadopsi dan mempertahankan
ketentuan-ketentuan dan kebijakan negaranya, guna melindungi nilai-nilai beserta
kepentingan-kepentingan sosial negaranya yang dianggap sangat penting,
meskipun peraturan-peraturan dan kebijakan negara tersebut bertentangan dengan
ketentuan yang terkandung dalam GATT. Namun, negara tersebut harus memiliki
argumen dalam menerapkan peraturan-peraturan dan kebijakan negaranya yang

juga harus memenuhi persyaratan dari Article XX tersebut.

Kedua, berdasarkan penelitian yang dibuat pada tahun yang sama
menyatakan bahwa Article XX GATT merupakan wujud dari asas yang bernama
permanent sovereignty over natural resources (PSNR). Asas ini adalah prinsip
internasional yang muncul pasca perang dunia kedua selesai untuk
mengharmonisasi kepentingan berbagai pihak antara negara nasional dan negara
lain dalam menjunjung tinggi ketentuan internasional dan menghormati hukum
nasional dari negara asing. Kemunculan dari asas PSNR ini sendiri merupakan
harapan baru bagi negara bekas koloni yang baru merdeka untuk dapat bebas dari
pengaruh geopolitik dan geoekonomi negara adidaya yang sangat dominan melalui
berbagai ketentuan dalam hukum internasional. Akan tetapi, harapan tersebut

tampaknya belum berjalan mulus karena negara berkembang merasa masih banyak

3 Elisa Sugito., “Implikasi Pelaksanaan Larangan Eskpore Ore Nikel Indonesia
Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade 1994”., Tesis, Program Magister Universitas
Indonesia, Jakarta, 2021, hal 85.
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ketentuan yang dibuat dalam hukum internasional hanya untuk mengakomodir

kepentingan dari negara-negara maju.>*

Ketiga, penelitian yang dirampungkan pada tahun 2022 menguraikan
urgensi penerapan suatu doktrin yang bernama third world approach to
international law (TWAIL), dalam menginterpretasi Article X1 Paragraph 2 (a)
GATT untuk melakukan pengecualian Article X1 Paragraph (1) GATT, dan melihat
dampak penggunaan doktrin tersebut pada kapabilitas Indonesia dalam
menjustifikasi sahnya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel berdasarkan GATT.?®
TWAIL merupakan doktrin yang dipelopori para cendikiawan dan praktisi hukum
kebijakan internasional yang prihatin akan isu-isu terkait seputar Global South.
Tujuan dari dirumuskannya doktrin TWAIL adalah untuk membongkar dan
mendekonstruksi warisan negara penjajah dalam hukum internasional, dan
mendukung dekolonisasi kenyataan masyarakat, serta melakukan transformasi

radikal terhadap konstelasi hukum internasional.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, secara umum masing-masing
penelitian membahas tentang norma hukum yang diatur dalam GATT mengenai
landasan hukum terhadap pelarangan kegiatan eskpor bijih nikel oleh pemerintah

Indonesia, mengkaji asas yang dapat menjadi justifikasi dalam membenarkan

3 Aloysius Rahabistara Ditia Gonzaga., “Penerapan Asas Permanent Sovereignty over
Natural Resources oleh Negara Nasional: Kasus Gugatan Ekspor China dan Apa yang Wajib
Dilakukan dalam Kasus Ekspor Nikel Indonesia”., Tesis, Program Magister Universitas Indonesia,
Jakarta, 2021, hal 7.

% Novrita Nadila Humaira., “Legalitas Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia
Berdasarkan G.A.T.T. Ditinjau Dari Third World Approaches to International Law (T.W.A.L.L.)”.,
Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, 2022, hal x.

3 Natarajan, U., Reynolds, J., Bhatia, A. dan Xavier, S. ‘Introduction: TWAIL-on praxis
and the intellectual’ (2016) XXXVIII Third World Quarterly, hal 1946.
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kebijakan  tersebut, serta  menguraikan  penerapan  doktrin = dalam
menginterpretasikan landasan hukum yang melarang aktivitas ekspor bijih nikel.
Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya karena akan
berfokus terhadap ACFTA sebagai kawasan perdagangan bebas milik wilayah Asia
Tenggara di mana kegiatan ekspor bijih nikel Indonesia ke RRT dilakukan. Selain
itu, penelitian ini akan mengelaborasi doktrin TWAIL dan asas PSNR yang masing-
masing dalam digunakan untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa
perdagangan sumber daya alam, dan perumusan perjanjian internasional yang
secara spesifik mengatur mengenai perdagangan komoditas sumber daya alam yang
ramah lingkungan. Maka dari itu, penulis akan mengkaji apa saja instrumen hukum
internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, kemudian
menganalisis perihal manfaat hukum maupun persoalan hukum dari implementasi
ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT, serta mencari solusi
hukum untuk mengatasi persoalan hukum dari pengimplementasian trade block ini
terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT. Hal tersebut diperlukan untuk
memberikan kedudukan yang jelas bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan

larangan ekspor bijih nikel.

B. Rumusan Masalah
Penulis dalam merampungkan penelitian hukum ini dan berdasarkan
penjelasan yang telah dijabarkan di atas akan mengajukan tiga rumusan masalah

yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu:
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1. Apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme

ekspor bijih nikel?

2. Apa saja manfaat hukum maupun persoalan hukum dari implementasi ASEAN
China Free Trade Area terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke Republik

Rakyat Tiongkok?

3. Bagaimana solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum dari implementasi
ASEAN China Free Trade Area terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke

Republik Rakyat Tiongkok?

C. Tujuan Penelitian
Terdapat tiga tujuan yang hendak penulis capai dalam mengerjakan

penelitian ini, tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur

mengenai mekanisme ekspor bijih nikel;

2. Untuk mencari tahu apa saja manfaat hukum maupun persoalan hukum dari
implementasi ASEAN China Free Trade Area terhadap ekspor bjih nikel dari

Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok;

3. Untuk mencari tahu apa saja solusi hukum untuk mengatasi persoalan hukum
dari implementasi ASEAN China Free Trade Area terhadap ekspor bijih nikel dari

Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok.
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D. Manfaat Penelitian

Sebagai rangkaian dalam melakukan penelitian, riset tersebut diharapkan
dapat menghasilkan output berupa manfaat secara nyata, dan pastinya memberikan
dampak secara luas. Maka dari itu, penulis berharap penelitian ini akan memberikan

manfaat berupa:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini akan menambah bahan studi literatur beserta
bahan kepustakaan dalam bidang hukum, terhusus hukum perdagangan
internasional yang berkaitan dengan free trade area. Substansi dan materi dalam
penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi para akademisi atau
peneliti lain yang memiliki ketertarikan dalam menganalisis dampak dari free trade
area terhadap ekspor bijih nikel dari suatu negara terhadap negara lain. Terlebih
lagi, penulis berharap melalui penelitian ini para pembaca dapat memahami secara
konseptual bahwa ACFTA memberikan manfaat hukum maupun persoalan hukum
yang terdiri dari aturan dan kelembagaan terhadap ekspor bijih nikel dari indonesia
ke RRT. Namun, ACFTA satu sisi dapat mengoptimalkan dampak manfaat hukum
tersebut jika melakukan pembaharuan norma serta kelembagaan hukum yang

dimilikinya dengan menggunakan doktrin TWAIL dan asas PSNR.

2. Secara Praktis
Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar
pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasi penggunaan doktrin

TWAIL dan asas PSNR dalam membentuk lembaga penyelesaian sengketa
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perdagangan sumber daya alam, dan perumusan perjanjian internasional yang
secara spesifik mengatur mengenai perdagangan komoditas sumber daya alam yang
ramah lingkungan. Masyarakat ataupun para akademisi tentunya dapat menjadikan
penelitian ini sebagai salah satu referensi bacaan untuk menganalisis lebih dalam
berbagai aspek dalam penelitian apabila terdapat permasalahan yang sama
dikemudian hari. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pengaruh dalam
perumusan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan kawasan perdagangan

bebas.

E. Ruang Lingkup

Mengingat bahwa ilmu hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang
jangkauannya sangatlah luas, penulis dalam merampungkan penelitian ini akan
merampingkan ruang lingkup penelitian dengan memberikan batasan-batasan
terkait isu ataupun permasalahan hukum yang penulis bahas dan elaborasi.
Penelitian ini membatasi diri dengan mengacu kepada asas, norma, dan doktrin
hukum dalam disiplin hukum internasional yang mengacu kepada praktik
perdagangan internasional. Penelitian ini juga secara spesifik menganalisis lebih
lanjut mengenai manfaat hukum maupun persoalan hukum dari
pengimplementasian ACFTA terhadap kegiatan ekspor bijih nikel Indonesia ke
RRT, serta mencari tahu solusi hukum apa saja untuk mengatasi persoalan hukum
dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel dari Indonesia ke RRT.
Penulis juga membatasi linimasa penelitian dari mulai diterapkannya kebijakan

larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia
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F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Internasional

Menurut Schwazenbenger, perjanjian internasional merupakan norma
hukum yang berlaku antara negara atupun entitas lain yang telah memiliki
kepribadian internasional. Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian
internasional adalah perjanjian antarbangsa yang memiliki tujuan tertentu yang
ditimbulkan akibat hukum tertentu.®” Berdasarkan perkembangannya, terdapat dua
teori utama yang menjadi rujukan mengenai keberlakuan hukum internasioanal,
yaitu monisme dan dualisme. Teori monisme berdasarkan pada peradigma bahwa
hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur hidup manusia merupakan
satu kesatuan.® Sementara itu, teori dualisme didasarkan pada perspektif bahwa
hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua norma hukum yang
terpisah® sehingga melahirkan model hubungan hierarki antara hukum
internasional dan nasional, yaitu monisme primat hukum internasional dan
monisme primat hukum nasional.*> Monisme primat hukum internasional adalah
model yang menyatakan bahwa hukum internasional kedudukannya lebih tinggi
dari hukum nasional, sedangkan monisme primat hukum nasional berargumen

justru kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional.

37 Indien Winarwati, Hukum Perjanjian Internasional., Scopindo Media Pustaka, Surabaya
2022., hal 9.

%8 Hasim H, ‘Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori
Monisme Dan Teori Dualisme’ (2019) I Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, hal 166.

% Ibid., hal 174.

40 Suwartono RDB dan Erlangga VLS, ‘Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum
Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia’ (2024) XXXVI Mimbar Hukum, hal 35.



20

Norma hukum internasional yang mengatur mengenai perjanjian
internasional adalah Vienna Convention on the Law of Treaties 1986,* perjanjian
internasional dapat dibagi menjadi dua jenis apabila dilihat dari subjek hukum yang
terikat dengan perjanjian yang bersangkutan, yaitu bilateral dan multilateral.
Perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari dua
pihak,*? apabila dilihat dari paradigma teori ini, maka ACFTA merupakan suatu
block trade yang merupakan hasil dari suatu perjanjian multilateral. Subjek hukum
ACFTA adalah negara-negara anggota ASEAN ditambah RRT sebagai negara dari
wilayah Asia Timur. Ketika merumuskan suatu perjanjian internasional, para
perumus perjanjian harus mengacu kepada beberapa asas yang mendasari

perumusan perjanjian internasional.
a. Asas Free Consent

Asas free consent merupakan asas yang menekankan akan pentingnya
perjanjian internasional yang dirumuskan berdasarkan kepada persetujuan bebas
dari semua pihak yang terlibat. Asas ini berlaku untuk memastikan bahwa setiap
pihak secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan keinginannya, ketika para

pihak berdiskusi dan menyepakati substansi teks perjanjian.*?

4 Vienna Convention 1986: On the law of treaties between states and international
organizations or between international organizations (Vienna, Austria. 21 Maret 1986).

42 Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, Hukum Perjanjian Internasional., Sinar
Grafika, Jakarta, 2019., hal 21.

4 Balgis, R., Elyana, L. 1., Anggraini, L., Thsani, D., & Rahmadani, F, ‘Dari Bilateral
Hingga Multilateral : Evolusi Dan Implikasi Perjanjian Internasional Dalam Tatanan Dunia Modern’
(2024) IV Journal Of Social Science Research, hal 7573.
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b. Asas Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda adalah asas yang menegaskan bahwa para pihak yang
terikat dalam perjanjian internasional memiliki kewajiban dalam memenuhi dan
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan sungguh-
sungguh. Penghormatan terhadap perjanjian merupakan aspek penting dalam
hukum internasional yang menunjukkan komitmen para pihak untuk memenuhi
kewajiban tersebut secara penuh dan tepat waktu. Asas pacta sunt servanda ini
menekankan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian merupakan
fondasi dari terciptanya hubungan internasional yang stabil dan saling

menghormati.**

2. Teori Perdagangan Internasional
Secara garis besar terdapat pengelompokkan dalam teori perdagangan, yaitu

teori klasik dan modern.
a. Teori Klasik

Teori perdagangan internasional klasik didasarkan pada sejumlah
paradigma bahwa hanya terdapat dua negara, dua barang, nilai atas dasar biaya
tenaga kerja yang bersifat homogen, biaya produksi yang stagnan, tidak ada biaya

transportasi, faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas di dalam negeri tetapi

4 Ibid.
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tidak antar negara, tidak ada perubahan teknologi, serta perdagangan dilaksanakan

atas dasar barter.*®
b. Teori Modern

Teori perdagangan internasional modern muncul sebagai perkembangan
dari teori perdagangan internasional klasik yang belum mampu menjelaskan
mengenai perdagangan internasional secara komprehensif. Teori ini dikemukakan
oleh Eli Hecskher dan Bertil Ohlin yang kemudian dikenal dengan teori faktor
proporsi Heckser-Ohlin. Teori ini mengemukakan bahwa suatu negara melakukan
perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan
komparatif, yaitu keunggulan teknologi dan keunggulan faktor produksi.*® Secara
spesifik, teori ini menjelaskan bahwa negara cenderung berupaya dalam
memproduksi barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah di negara
bersangkutan. Konsep utamanya adalah bahwa perdagangan internasional dapat
meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya di seluruh dunia, menghasilkan
manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat.*’ Teori
Heckscher-Ohlin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan
melakukan perdagangan dengan negara lain apabila terdapat perbedaan selera,

perbedaan selera yang dimaksud di sini adalah perbadaan kondisi ekonomi negara

4 Tambunan dan Tulus T.H., Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2022, hal 46.

46 Ibid., hal 67.

47 Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D, ‘Analisis Perdagangan Internasional
Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum
Ekonomi Islam’ (2023) IT Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, hal 249.
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yang melakukan perdagangan, sebagai contoh adalah negara maju akan berdagang

dengan negara berkembang.*®

3. Teori Sustainable Development

Menurut Agus Suryono, sustainable development atau pembangunan
berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi di masa depan. Maka
dari itu, resiko dari setiap pembangunan yang berlangsung saat ini tidak semuanya
dilimpahkan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara
adil. Berdasarkan proses sustainable development yang bersifat dari atas ke bawah,
maka pengimplementasiannya akan berfokus kepada pemenuhan kebutuhan
manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan

memperhatikan pemanfaatannya dengan baik.*°

Muncul dilema yang sangat kuat ketika upaya melindungi lingkungan hidup
dihadapkan terhadap konteks pembangunan yang mengakomodasi tiga faktor, yaitu
ekonomi, sosial dan sistem ekologi. Hal ini diakibatkan dengan kenyataan empiris
di lapangan bahwa pembangunan seringkali menormalisasi banyak resiko
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari eksploitasi terhadap
sumber daya alam atas nama pembangunan, sehingga menyebabkan kerusakan
struktur serta fungsi dasar dari ekosistem yang menjadi penunjang di masa

pendatang. Maka dari itu, diperlukan peran yang kuat dari negara dalam

48 Assiddiq, T., ‘Pembuktian Teori Heckscher-Ohlin dalam Ekspor Indonesia Tahun 1986-
20177 (2019) VII Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, hal 425.

4 Tay DSR dan Rusmiwari S, ‘Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan’
(2019) VIII Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), hal 218.
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mengoptimalkan pembangunan yang selaras terhadap prinsip perlindungan serta

pengelolaan lingkungan hidup.>

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Ketika merampungkan penelitian ini, penulis menggunakan metode
penelitian hukum doktrinal atau biasa dikenal sebagai metode penelitian hukum
normatif. Soerjono Soekanto dan Mamoedji mendefinisikan metode penelitian
hukum normatif merupakan metode penelitian yang memiliki sasaran berupa asas-
asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi secara vertikal serta
horizontal, serta dapat dapat ditinjau dari aspek academic constituency yang
menganalisis teori hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum.>! Penelitian hukum
normatif adalah metode yang mengkaji hukum secara konseptual®’ dan
menekankan pada peninjauan peraturan perundangan-undangan baik dari sudut

hierarki peraturan perundang-undangan maupun horizontal.>

2. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan beberapa bentuk pendekatan dalam merumuskan
rumusan masalah hingga analisis yang dibahas dalam penelitian, diantaranya

adalah:

%0 Maulidyna SA, ‘Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia’ (2022) XXIX Simbur Cahaya, hal 265.

51 Muhamad Muhdar, Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal: Pendekatan Aplikatif
dalam Penelitian Hukum., Mulawarman University Press, Samarinda, 2019nabe, hal 9.

52 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum., Mataram University Press, Mataram, 2020, hal
29.

53 Ibid., hal 30.
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a.) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Statute approach dilakukan dengan memeriksa semua regulasi beserta
peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan
hukum yang sedang diteliti, peraturan perundang-undangan yang dimaksud
mencakup berbagai dokumen hukum internasional maupun hukum nasional.
Pendekatan perundang-undangan akan dilihat sebagai suatu sistem yang tertutup
yang mempunyai sifat sebagai: (1) Komprehensif, artinya norma-norma hukum
yang ada didalamnya memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya:
(i) Inklusif, kumpulan norma hukum terkait lumayan mampu dalam
menanggulangi permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan
hukum; (iii) Sistematis, terlepas norma-norma hukum memiliki hubungan antara

satu dengan yang lain, norma-norma tersebut juga tersusun secara sistematis.>*
b.) Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis dilakukan dengan menganalisis suatu sejarah atau latar
belakang dari terciptanya norma hukum yang berkaitan dengan terciptanya suatu
regulasi ataupun instrumen hukum. Historical approach bertujuan untuk
menganalisis lebih dalam perihal suatu peraturan tertentu untuk memperkecil
kekeliruan yang berkaitan dengan implementasi dan penerapan suatu sistem atau

ketentuan hukum tertentu.>®

54 Ibid.. hal 56.
55 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum., Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal 9.
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c.) Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Analytical approach adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk
mengetahui makna yang dikandung dalam terminologi-terminologi yang digunakan
oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk
mengetahui bagaimana penerapannya di lapangan beserta putusan-putusan hukum.
Pendekatan ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha
memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum. Kedua, menguji
istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-
putusan hukum. Singkatnya, pendekatan analitis bertujuan untuk menganalisis
pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep

yuridis.*®

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi

negara, sumber hukum primer yang penulis pakai diantaranya adalah:®’

1. General Agreement on Tariffs and Trade 1947,
2. United Nations General Assembly Resolution 1803 (XVII) tahun 1962

tentang Permanent sovereignty over natural resources,

%6 Op. Cit., Muhaimin, hal 59.
57 Ibid., hal. 59.



27

3. Vienna Convention 1986.: On the law of treaties between states and
international organizations or between international organizations;

4. Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation

between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the

People's Republic of China 2002;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4959);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 166/PMK.010/2020 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang

Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
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b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri atas buku
hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar atau asas hukum, doktrin,
hasil penelitian hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Sumber hukum
sekunder juga mencakup hasil dari dilakukannya wawancara dengan narasumber
ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau

fenomena hukum.®®
¢. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber penelitian yang terdiri atas buku teks
non hukum yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain seperti buku
politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa,
ensiklopedia umum. Sumber tersier menjadi penting karena mendukung dalam

proses analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder.®

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan studi pustaka
atau library research dalam mengumpulkan sumber-sumber hukum, baik sumber
hukum primer, sumber hukum sekunder, ataupun sumber hukum tersier.

Penelusuran sumber hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat,

%8 Jhid., hal. 60.
%9 Ihid.
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mendengarkan, maupun penelusuran sumber hukum melalui media internet atau

website.®°

5. Teknik Analisis Sumber Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode
analisis kualitatif, yaitu metode interpretasi terhadap sumber-sumber hukum yang
telah dikumpulkan. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk
menafsirkan norma hukum, apakah pada sumber hukum yang bersangkutan,
terkhusus sumber hukum primer terdapat kekosongan norma hukum atau antinomi

antara norma hukum dan norma hukum yang kabur.%

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Apabila seluruh sumber hukum terlah terkumpul, penulis akan memilah dan
mengolah sumber-sumber hukum tersebut yang selanjutnya kemudian ditelaah
serta dianalisis sesuai dengan permasalaha hukum yang penulis angkat sebelum
menarik kesimpulan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan
kesimpulan secara deduktif atau yang umum dikenal deskriptif kualitatif, yaitu cara
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan rill yang dihadapi.®?

% Jpid., hal. 65.
61 hid., hal. 68.
62 [pid., hal. 71.
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H. Sistematika Penelitian

Sebagai rangkaian mencapai tujuan dan memenuhi manfaat penelitian,
skripsi penulis yang berjudul “Implementasi ASEAN China Free Trade Area
(ACFTA) terhadap Ekspor Komoditas Tambang Nikel Indonesia ke Republik
Rakyat Tiongkok” akan terbagi ke dalam empat (IV) bab dengan sistematika

kepenulisan sebagai berikut:

BAB1I: PENDAHULUAN

BAB I menjelaskan pendahuluan dilakukannya penelitian ini, bagian ini
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian, serta sistematika

penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II Berisikan uraian materi atau tinjauan pustaka terkait topik yang
dibahas penulis dalam penelitian ini. Cakupan dan ruang lingkup dari
tinjauan umum adalah perdagangan internasional dalam perspektif hukum
internasional, AFTA dan ACFTA dalam tinjauan hukum internasional,

serta asas PSNR.

BAB III: PEMBAHASAN

BAB III berisikan uraian atas rumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian penulis seperti instrumen hukum internasional yang mengatur

mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, manfaat hukum maupun



BAB IV:
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persoalan hukum dari Implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel
dari Indonesia ke RRT, dan solusi hukum untuk mengatasi persoalan
hukum dari implementasi ACFTA terhadap ekspor bijih nikel Indonesia

ke RRT.

PENUTUP

BAB 1V berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah penulis

angkat dan uraikan.
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